
Menimbang 

WALI KOTA LUBUK LINGGAU 

PROVINS! SUMATER SELATAN 

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU 

NOMOR lJ TAHUN 2023 

TENTANG 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA 

DAN WAKIL WALI KOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA LUBUK LINGGAU, 

a. bahwa W ali Kota dan W akil W ali Kota mempunyai 

peranan yang sangat strategi di bi dang 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan masyarakat perlu diberikan biaya 

penunjang operasional yang ditetapkan berdasarkan 

klasifikasi Pendapatan Asli Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil 

Kepala Daerah, guna mendukung pelaksanaan tugas 

kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, biaya 

penunjang operasional dipergunakan untuk 

koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial 

masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus 

lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas W ali 

Kota dan W akil W ali Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya 

Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

Mengingat ... 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

6 . Peraturan 
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6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ten tang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 

Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 

Tahun 2021 Nomor 12); 

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 10); 

8 . Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota 

Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau 

Tahun 2022 Nomor 16); 

9. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 

Nomor 72); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA 

PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL 

WALI KOTA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau. 

4. Wakil ... 
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4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lubuk Linggau. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau. 

6. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat 

BPO adalah Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan 

Wakil W ali Kota Lubuk Linggau. 

Pasal2 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Pejabat Negara. 

BAB II 

BPO 

Pasal 3 

BPO dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan 

kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan 

khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas W ali 

Kota dan Wakil Wali Kota. 

Pasal 4 

Besaran BPO ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan 

Asli Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan, sebagai berikut: 

a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), 

paling rendah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh 

lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga 

persen); 

b. d ia tas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai 

dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

paling rendah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh 

juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen}; 

c. diatas ... 
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c. diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 

rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima 

puluh persen); 

d. diatas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 

sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan 

puluh persen); 

e. diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 

sampai dengan Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima 

puluh miliar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,00 

(empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% 

(nol koma empat puluh persen); dan 

f. diatas Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar 

rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah) dan paling tinggi 0, 15% (nol koma lima belas 

persen). 

Pasal 5 

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada 

APBD dan dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan 

dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan 

Asli Daerah. 

Pasal 6 

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan BPO 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berdasarkan pada 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

BABV ... 
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

dengan pengundangan Peraturan Wali Kota 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau. 

Diundangkan di Lubuk Linggau 

pada tanggal, 3 J vtl .J,o/''3 

Ditetapkan di Lubuk Linggau 

pada tanggal, 3 J u-1,l ')<!1:;t.,g, 

WALI KOTA LUBUK LINGGAU, 
\ 

S.N. PRANA PUTRA SOHE 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU, 

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR .. . 




